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ABSTRAK

Praktek peradilan yang modern dengan mengedepankan asas constante
Jjustittie atau asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan cita-cita
masyarakat Indonesia khususnya para pencari keadilan yang kemudian diwujudkan
oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminisrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik yang menjadi landasan hukum diluncurkannya aplikasi e-Court
atau layanan peradilan elektronik. Walaupun dalam pelaksanaannya sudah berjalan
baik namun sampai sekarang fitur yang ditawarkan pada layanan tersebut belum
sepenuhnya bisa digunakan secara elektronik. Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan E-Court Berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan bagaimana tinjauan maslahah
mursalah terhadap penerapan e-Court di Pengadilan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (/ibrary research) yang
menekankan perolehan datanya dengan cara menelaah berbagai literatur seperti
skripsi, buku, majalah, catatan dokumen, makalah, atau referensi lain dari penelitian
sebelumnya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Sementara pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang
dilakukan dengan cara menelaah konsep, asas-asas hukum, teori, serta peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Penerapan E-
Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sudah
berjalan dengan baik, dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono
Sokeanto dengan 5 faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor
penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor
kebudayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Court
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dinilai sudah
berjalan dengan cukup baik utamanya pada proses administrasi pendaftaran,
dibuktikan dengan terus meningkatnya minat pengguna pada setiap pengadilan di
Indonesia untuk mendaftarkan perkaranya dan beracara secara elektronik melalui
aplikasi e-Court, selain itu penerapan e-Court tebukti mampu menjalankan amanat
yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan
tujuan yang diinginkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
yaitu praktek peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain
efektifnya penerapan e-Court di pengadilan dengan baik, kebijakan ini juga
bermanfaat dan juga memudahkan masyarakat pencari keadilan sehingga sesuai
dengan prinsip maslahah.

Kata kunci: E-Court, Efektivitas Hukum, Maslahah Mursalah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22

Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
Tidak di
\ Alif
lambangkan
< B2’ B Be
< Ta’ T Te
< sa’ S Es (dengan titik di atas)
z I J Je
Ha (dengan titik di
z Ha’ h
bawah)
3 Kha’ Kh Ka dan ha
2 Dal D De
Zet (dengan titik di
3 Zal V4
atas)
B Ra’ R Er
J Za’ V4 Zet
o Sin S Es
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o Syin Sy Es dan ye
Es (dengan titik di
) Sad S
bawah)
De (dengan titik di
ua Dad d
bawah)
Te (dengan titik di
L T& t
bawah)
Zet (dengan titik di
L 7y’ z
bawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik ke atas
¢ Gain G Ge
] Fa’ F Ef
S Qaf Q Qi
&l Kaf K Ka
J Lam 1 ‘el
a Mim M ‘em
8] Nin N Achh
) Wawu W w
° Ha’ H Ha
s ‘ ¢ Apostrof
s Ya’ Y Ye
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

Ditulis

Muta’addidah

Ditulis

‘iddah

C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata

1. Bila fa’ marbiitah di baca mati ditulis dengan 4, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan

sebagainya.
LT Ditulis hikmah
FER Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ marbutah di ikuti dengan kata sandang “al/” serta bacaan kedua

itu terpisah, maka di tulis dengan 4

a@}y\:&;\)s

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbitah hidup dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis ¢
Dhillsl& Ditulis Zakat al-fitrf
D. Vokal Pendek
- Fathah Ditulis A
- Kasrah Ditulis 1
= dammah Ditulis U
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E. Vokal Panjang

Fathah + alif Ditulis A

Alals Ditulis Jahiliyyah
Fathah + ya’ mati Ditulis A

S Ditulis Tansa
Kasrah + ya’ mati Ditulis I

a R Ditulis Karim
dammah + wawu mati | Ditulis U

BT Ditulis Furid

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati Ditulis Ai

& Ditulis Bainakum
Fathah + wawu mati | Ditulis Au

Js Ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (“)

e Ditulis A’antum

&K Gl Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila kata sandang A/if + Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan

al.



ol ol

Ditulis

Al-Qur’an

oelaall

-

Ditulis

Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti syamsiyyah ditulis dengan

menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta di hilangkan

huruf / (el)-nya.

Ll

Ditulis

as-Sama

o “a “

Ditulis

as-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam

rangkaian kalimat

menurut bunyi atau

pengucapannya.
o=l 55 Ditulis Zawr al-furiid
AL) Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal,

dalam trans literasi ini huruf'tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan

huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri

bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Ol Al a3 O3 il fliay e

Syahru ramadan al-lazi unzila fthil-Qur’a.
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K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur’an, hadis, mashab
syariat, lafaz.

2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-hijab.

3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital ini dimana kemajuan teknologi semakin berkembang
pesat sehingga selalu memberikan kemudahan bagi penggunanya.
Kemajuan teknologi ini hampir menyentuh seluruh sektor kehidupan
masyarakat, mulai sektor bisnis, transportasi, kesehatan, ekonomi bahkan
peradilan. Untuk menyeimbangkan perkembangan teknologi yang begitu
pesat maka sudah sepantasnya apabila sistem peradilan di Indonesia juga
melakukan inovasi-inovasi yang nantinya dapat mempermudah masyarakat

yang sedang mencari keadilan.

Indonesia merupakan negara hukum, maka salah satu hal yang
sangat dibutuhkan semua warganya adalah kepastian hukum serta keadilan.
Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan adanya lembaga yang
berwenang mengadili serta membantu para pencari keadilan sekaligus

mengatasi segala hambatan dan keluhan yang dialami masyarakat.

Di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat asas yang bernama constante
Jjustitie atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian

asas inilah yang dijadikan acuan praktik pelaksanaan peradilan di Indonesia.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas peradilan

yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi



peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Ketiga
prinsip ini telah diupayakan sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan
dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di Indonesia, khususnya sistem

peradilan perdata.

Jika melihat proses peradilan yang begitu panjang mulai dari
pencatatan perkara di buku register sampai pemanggilan berbagai pihak di
masing-masing daerahnya yang tentunya membutuhkan waktu dan juga
biaya yang tidak sedikit tentu hal ini tidak efisien diterapkan di zaman yang
serba teknologi ini dan juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan
biaya ringan. Maka sebagai respon atas keluhan masyarakat dan juga upaya
untuk mewujudkan proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan,
maka Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di
Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan sistem yang disebut dengan e-

Court.

! Mohammad Saleh, Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Cet. 3, (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2016), hal. 39.



E-Court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk
mendaftarkan perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya
secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan
dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara
elektronik.” Dengan adanya aplikasi e-Court ini menunjukkan bahwa
praktek peradilan di Indonesia mendekati praktek peradilan di negara maju
yang notabene dilakukan secara omline sehingga masyarakat pencari
keadilan akan menghemat biaya dan juga waktu. Diluncurkannya aplikasi
e-Court secara resmi juga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan

beserta fungsi pengadilan ketika masyarakat mendaftarkan perkaranya.?

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dicetuskan
pada tahun 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia
sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam access to justice.
Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018,
hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di
pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan pondasi dari
implementasi aplikasi e-Court di dunia peradilan Indonesia, sehingga
pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima
pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial,

peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus atau

2 E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, hitps:/indonesia.go.id/ecourt-
mahkamah-agung-ri, akses pada tanggal 20 Juni 2021

3 Mahkamah Agung R, “Buku panduan E-Court Panduan Pendafiaran Online untuk
Pengguna Terdaftar”, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), hlm 3.



menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik,
eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 memberikan
kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk

menyampaikan panggilan/pemberitahuan secara online.*

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peradilan di
Indonesia, inovasi yang megubah dari sistem administrasi pengadilan
analog menjadi elektronik ini disambut baik oleh masyarakat khususnya
para pencari keadilan. Diawal pelaksanaan peradilan elektronik
menggunakan aplikasi e-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara
Elektronik yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektonik, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/ SEK/ VII/
2018 Tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksanan Uji Coba
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik menunjuk 32 (tiga
puluh dua) Pengadilan dari peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha

Negara (TUN) sebagai pengadilan percontohan (pilot project).’

4 http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 20 Juni 2021.

5 “Mahkamah Agung RI Meresmikan Aplikasi E-Court”, Badilum.mahkamahagung.go.id,
diakses pada 03 Desember 2021.



Sampai dengan bulan Desember 2021, apabila dilihat dari situs e-
Court maka layanan e-Court yang aktif adalah sebanyak 382 dari 382 dan
layanan e-Court yang belum aktif adalah sebanyak 0. Pengadilan Negeri
Surabaya merupakan Pengadilan Negeri terbanyak yang menerima
pendaftaran melalui e-Court dengan jumlah 8.391 perkara diikuti dengan
Pengadilan Negeri Tangerang dengan jumlah 5.571 perkara dan Pengadilan
Negeri Denpasar dengan jumlah 4.561 perkara.® Dengan kondisi dunia yang
saat ini tengah dilanda pandemi tak terkecuali di Indonesia, adanya layanan
e-Court merupakan jalan tengah dan juga solusi agar praktek beracara di
pengadilan terus berjalan namun tetap dengan membatasi mobilitas

masyarakat supaya virus Covid-19 tidak menyebar luas.

Seiring berkembangnya zaman, masalah-masalah yang muncul di
tengah-tengah masyarakat juga semakin beragam, akan tetapi tidak semua
permasalahan tersebut terdapat keterangannya dalam Al-Qur’an maupun
hadist. Akan tetapi, Islam memberi petunjuk yang bertujuan untuk
menemukan solusi atas permasalahan yang tidak ditemukan solusinya
dalam Al-Qur’an yaitu dengan cara ijtthad. Di dalam Islam, adanya
pembaharuan yang berkaitan dengan teknologi sebagai tuntutan zaman,
terlebih lagi pada lembaga peradilan boleh dan sah saja dilakukan, selagi
pembaharuan itu memberikan maslahat bagi masyarakat. Penerapan e-

Court ini dinilai sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam dikarenakan adanya

¢ E-Court, www.mahkamahagung.go.id, diakses pada 03 Desember 2021.




sistem yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini memberikan banyak

kemudahan dan manfaat untuk para pencari keadilan.

Akan tetapi sebagai kebijakan yang relatif masih baru, maka tentu
masih  membutuhkan  penyesuaian dan penyempurnaan, serta
mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam
pengaplikasiannya. Seperti ketersediaan perangkat teknologi, kesiapan
sumber daya manusia hingga pengaturan hukum acara yang masih

menetukan penanganan perkara secara manual.’

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat
dan membahas tema skripsi yang berjudul, “PENERAPAN E-COURT
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN
2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PERSPEKTIF MASLAHAH

MURSALAH”
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan E-Court Berdasarkan Peraturan mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik?

2. Bagaimana pandangan maslahah mursalah terhadap penerapan E-

Court di sistem peradilan Indonesia?

7 Muhammad Adiguna Bimasakti, dkk., Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada
Peradilan Tata Usaha Negara, (Makassar: Spasi Media Publishing, 2020), him. 183.



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dan mengapa e-Court diterapkan di
sistem peradilan Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan maslahah mursalah terhadap

penerapan e-Court di sistem peradilan Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun

maupun berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi akademik, khu susnya dalam bidang hukum tata negara, dapat
menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang hendak membahas lebih lanjut,
serta sebagai sumbangsih pemikiran hukum di bidang hukum tata negara.
Selain itu penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat
mengenai peradilan elektronik dengan menggunakan aplikasi e-court di

pengadilan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dari
kebijakan pemerintah pada peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan, serta diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat

dari sudut pandang Maslahah Mursalah.



E. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya dukungan dari hasil-
hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian
tersebut. Oleh karena itu, penulis berusaha menghimpun beberapa literatur
dengan topik mengenai e-Court dalam peradilan secara elektronik dengan
tujuan agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam proses analisis,

diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang berjudul “Pelaksanaan E-Court Menurut
PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan
Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia) yang ditulis oleh
Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita
Velentina, dan Kelly Manthovani pada tahun 2020.° Penelitian ini
membahas tentang pelaksanaan E-Court dan E-Litigation di beberapa
Pengadilan Negeri Indonesia. Fokus penelitian tersebut adalah
membandingkan fitur pelayanan E-Court dan E-Litigation yang tercantum
pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019
dalam pelaksanannya di beberapa Pengadilan Negeri Indonesia. Pendekatan

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analitis kualitatif, teknik

8 Sonyendah Retnaningsih dkk, “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun
2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut
Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50,
No 1, (Januari 2020), hlm 124-144.



pengumpulan data penelitian menggunakan data dokumen dan studi

kepustakaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-
sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif,
kemudian teknik pengumpulan datanya juga menggunakan data dokumen

dan studi kepustakaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah
mengenai fokus penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu membahas
tentang pelaksanaan E-Court dan E-Litigation di Pengadilan Negeri
Indonesia dengan membandingkan perbedaan fitur aplikasi E-Court yang
tercantum pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018, sedangkan penelitian ini
membahas tentang penerapan semua fitur pada aplikasi E-Court seperti E-
Filling, E-Payment, Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik, £-
Summons, dan E-Litigation menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara

umum ditinjau dari perspektif maslahah mursalah.

Kedua, Skripsi Nurkholis, Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syari’ah 2019.° dengan penelitian berjudul “Implementasi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi

Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama

® Nurkholis, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya),”
Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019), him 4.



Surabaya)”. Penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di
Pengadilan Secara Elektronik. Fokus penelitian ini adalah mengenai
administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik, seperti proses
pendaftaran secara elektronik, pembayaran biaya perkara secara elektronik,
dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah
pendekatan  kualitatif, kemudian teknik pengumpulan datanya

menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-
sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif,
kemudian sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan bahan

hukum primer dan sekunder.

Perbedaan penelitrian ini dengan penelitian terdahulu adalah
pertama, teknik pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan
wawancara dan dokumentasi, sedangkan penelitian ini menggunakan data
dokumen dan studi kepustakaan. Kedua, mengenai fokus penelitian, jika
penelitian terdahulu membahas administrasi perkara di Pengadilan secara
elektronik seperti proses pendaftaran secara elektronik, pembayaran biaya
perkara secara elektronik, dan lain-lain, sedangkan penelitian ini membahas
tentang penerapan semua fitur pada aplikasi E-Court seperti E-Filling, E-
Payment, Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik, E-Summons,
dan E-Litigation menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara umum

ditinjau dari perspektif maslahah mursalah.

10



Ketiga, Skripsi Novitalia, mahasiswa Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah
dan Hukum 2016.'"° Penelitian tersebut berjudul “Analisis Yuridis
Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Stusi Kasus Pengadilan Agama Kelas
1A Kota Palembang)”. Penelitian ini membahas tentang prosedur
administrasi beracara di Pengadilan, akan tetapi fokus penelitian pada
skripsi tersebut adalah mengenai dampak penggunaan aplikasi e-Court di

lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah jenis
penelitian lapangan, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik

pengumpulan data dengan wawancara dan menggunakan data dokumen.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-
sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif,
kemudian sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan bahan

hukum primer dan sekunder.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah
pertama, teknik pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan
wawancara dan data dokumen, sedangkan penelitian ini menggunakan data
dokumen dan studi kepustakaan. Kedua, mengenai fokus penelitian, jika

penelitian terdahulu membahas mengenai dampak penggunaan serta

19 Novitalia, “Analisis Yuridis Penggunaan E-Court di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan

Agama Kelas 1A Palembang,” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2020),

hlm 8.
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kefektifan aplikasi e-Court di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota
Palembang sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan semua
fitur pada aplikasi E-Court seperti E-Filling, E-Payment, Pengiriman
dokumen persidangan secara elektronik, E-Summons, dan E-Litigation
menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara umum ditinjau dari

perspektif maslahah mursalah.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Efektivitas Sistem Administrasi E-
Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan
Biaya Ringan di Pengadilan” yang ditulis oleh Muhammad Igbal, Susanto,
dan Moh Sutoro pada tahun 2019.!! Penelitian ini membahas tentang
efektivitas sistem administrasi e-Court dalam upaya mendukung proses
administrasi cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan. Fokus
penelitian tersebut adalah kedudukan hukum dalam manajemen
administrasi serta upaya mewujudkan asas constante justitie di Pengadilan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan
yuridis normatif, teknik pengumpulan data penelitian menggunakan data

dokumen dan studi kepustakaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama menggunakan pendekatan yuridis normatif, kemudian teknik

' Muhammad Igbal dkk, “Efektivitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya
Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan”, Jurnal Ilmu
Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 8, No 2, (Agustus 2019), hlm 302-313.
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pengumpulan data juga sama-sama menggunakan data dokumen dan studi

kepustakaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu
terletak pada fokus penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu membahas
tentang kedudukan hukum dalam manajemen administrasi di Pengadilan,
sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan semua fitur pada
aplikasi E-Court seperti E-Filling, E-Payment, Pengiriman dokumen
persidangan secara elektronik, E-Summons dan E-Litigation menurut
PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara umum ditinjau dari perspektif

maslahah mursalah.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Eksistensi E-Court Untuk
Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem
Peradilan Perdata di Indonesia” yang ditulis oleh Ni Putu Riyani Katrika
Sari pada tahun 2019.'% Penelitian ini membahas tentang eksistensi e-Court
dalam mewujudkan asas constante justitie di Indonesia. Fokus penelitian
tersebut adalah bagaimana esensi asas constante justitie dan bagaimana
eksistensi aplikasi e-Court dalam mewujudkan asas tersebut. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan yuridis
normatif, teknik pengumpulan data penelitian menggunakan data dokumen

dan studi kepustakaan.

12 Ni Putu Riyani Kartika Sari, “Eksistensi £E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana,
Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia”, Jurnal Yustitia, Vol 13, No
1, (2019), him80-100.

13



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu
terletak pada fokus bahasan, jika penelitian terdahulu fokus penelitiannya
adalah esensi asas constante justitie yang termuat dalam Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Asas Kekuasaan Kehakiman, sedangkan
fokus penelitian ini adalah penerapan semua fitur pada aplikasi E-Court
seperti E-Filling, E-Payment, Pengiriman dokumen persidangan secara
elektronik, E-Summons, dan E-Litigation menurut Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 secara umum ditinjau dari perspektif maslahah

mursalah.

Keenam, Skripsi Tri Irahwati, mahasiswa Universitas Pancasakti
Tegal Jurusan Hukum Fakultas Hukum 2020.!% Penelitian tersebut berjudul
“Penerapan PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan
Majelis Hakim di Pengadilan Agama Brebes”. Penelitian ini membahas
mengenai penerapan PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi fokus
penelitian tersebut adalah tentang keabsahan putusan majelis hakim di

Pengadilan Agama Brebes.

13 Tri Irahwati, “Penerapan PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim di
Pengadilan Agama Brebes”, Skripsi Universitas Pncasakti Tegal (2020), hlm 6.
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah
penelitian lapangan, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik

pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-
sama menggunakan PERMA No 1 Tahun 2019 sebagai bahan hukum
primer, pendekatan yang digunakan juga sama-sama menggunakan

pendekatan kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada
fokus bahasan dan juga teknik pengumpulan data, dimana penelitian
terdahulu menggunakan observasi dan wawancara sedangkan penelitian ini

menggunakan data dokumen dan studi kepustakaan.

Ketujuh, Skripsi Safira Khofifatus Salima, mahasiswa Institus
Agama Islam Negeri Ponorogo Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah 2021.'* Penelitian ini membahas tentang efektivitas penyelesaian
perkara menggunakan aplikasi e-Court, akan tetapi fokus penelitian tersebut
mengenai faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan e-Court

dalam pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah

penelitian komparatif lapangan, adapun pendekatan yang digunakan yaitu

4 Safira Khofifatus Salima, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2021), hlm.

7.
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pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan datanya menggunakan

wawancara dan analisis data.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu teletak
pada jenis penelitian, pendekata, teknik pengumpulan data, dan juga fokus

bahasan.
. Kerangka Teori
1. Teori Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu
Maslahah dan Mursalah. Kata maslahah menurut bahasa bararti “manfaat”™,
dan kata mursalah berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu

maslahah mursalah yang menurut syara’ pengertiannya adalah:
Bale gl )alie g )Ll 2 pate A (63 gall canid)

Maslahah Mursalah menurut istilah yang dikemukakan oleh Abdul
Wahhab Khallaf berarti “Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada
ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu

baik yang mendukung maupun yang menolaknya.”!>

Asy-Syatibi dalam karyanya yang berjudul al-Muwafaqat fi Ushul

al-Ahkam menyebutkan bahwa maslahah mursalah adalah maslahah yang

15 Musnad Razin, Ushul Figih, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), hlm 125-126
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ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu akan

tetapi mengandung kemaslahatan yang sama dengan tindakan syara’.'¢

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maslahah mursalah sebagai
karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syari’ah
serta tujuan-tujuannya, akan tetapi tidak ada dalil spesifik yang
mengungkapkan ataupun menolaknya, dengan proyeksi mewujudkan

kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah (kerusakan).!”

Terdapat banyak hal-hal baru yang belum ada ketentuan hukumnya
di al-Qur’an dan as-Sunnah, maka untuk menemukan solusi terhadap
permasalahan tersebut dilakukanlah ijtihad. Maslahah mursalah adalah
salah satu metode ijtihad yang menjadikan hukum islam tidak kaku, bersifat
kontekstual, dinamis, dan menyesuaikan zaman dengan jalan ijtihad

maslahah mursalah ini.'®

Adapun yang menjadi objek maslahah mursalah adalah kejadian
atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun
nash (Al-Qur“an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip yang
disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fikih. Jika

memang kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syar’i, maka

16 Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah, Jurnal Studi Islam,
Vol. 14, No. 1, (Juni 2013), him.85.

17 Mohammad Hadi Sucipto dan Khotib, Perdebatan Maslahah Mursalah dalam Kitab-kitab
Al-Imam Al-Ghazali, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 06, No 1, (April 2020), hlm 6.

18 Ahmad Mukri Aji, Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum
Islam, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No 1, (Juni 2020), hlm 85.
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sesungguhnya hal itu tekandung di dalam keumuman syari’at dan hukum-
hukum yang ditetapkan Allah. Dalam konteks kemaslahatan duniawi yang

dihubungkan dengan nash-nash syara’."’

2. Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang ada efek
timbulnya (pengaruhnya, kesannya, akibatnya) sejak dimulai berlaku
suatu undang-undang atau peraturan.’’ Jika membahas tentang efektivitas
hukum maka berbicara pula tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan
yang telah ditentukan oleh hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto,
ada lima syarat yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum,
yaitu:?!
a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
b. Faktor sarana atau fasilitas.
c. Faktor penegak hukum.
d. Faktor masyarakat.

e. Faktor budaya.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah disebutkan, maka dapat

dikatakan bahwa faktor penunjang efektif atau tidaknya suatu hukum adalah

19 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figih, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus: 1994), him 426.
20 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) him 284.

2! Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi (Bandung: Remaja Karya,
1985) him 7.
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tergantung hukum itu sendiri. Selain itu sanksi administratif yang

ditentukan juga berpengaruh terhadap keefektifan suatu hukum.
G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diuraikan

diatas, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (/ibrary research),
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan
informasi secara mendalam dengan cara menelaah berbagai literatur
seperti skripsi, buku, majalah, makalah, catatan dokumen, referensi lain
dari hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok kajian
tentang penerapan e-Court di lingkungan pengadilan.?
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dalam hal ini, penelitian
deskriptif =~ merupakan = penelitian yang mendeskripsikan atau
menggambarkan objek dengan apa adanya.?> Dalam hal ini tentang
penerapan e-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1
Tahun 2019 perspektif maslahah mursalah di Indonesia yang dicoba

dikelola dan dideskripsikan melalui data yang didapatkan secara

22 Fkip.unpas.ac.id, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 16.40 wib

2 Etta Mamang Sangadji & Sopiah, Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam
Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), him. 24
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sitematis. Maka dari itu penulis akan menganalisa problematika tersebut
ditinjau dari maslahah mursalah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu
suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah konsep, asas-
asas hukum, teori, serta peraturan perundang-undangan atas bahan
hukum utama yang digunakam dalam penelitian ini. Pendekatan
normatif yuridis dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan
dikarenakan dalam mencari data dilakukan dengan cara mempelajari
buku-buku, perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan

dengan penelitian.?*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara
literatur yaitu dengan cara menelaah serta melihat Undang-Undang,
skripsi, buku, dan segala yang berhubungan dengan teori dalam
penelitian ini juga tentang penerapan e-Court berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi

24 Repository.umy.ac.id, diakses pada hari Senin 30 November 2021, pukul 22.44 WIB
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Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
b. Bahan Hukum Sekunder yang meliputi:

1) Buku yang berkaitan dengan e-Court (peradilan secara
elektronik) dan maslahah mursalah.

2) Jurnal, skripsi, tesis, makalah ilmiah, ataupun artikel yang
berkaitan dengan penerapan e-Court berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ditinjau
dari perspektif maslahah mursalah.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode induktif yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat
khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Dalam hal ini adalah aplikasi e-
Court yang kemudian akan dilihat penerapannya menurut Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:
Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitan, kegunaan penelitian, telaah
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pustaka, kerangka teori, metode penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian,
teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum mengenai Teori
Maslahah Mursalah yang meliputi definisi, dasar hukum, tingkatan, syarat
dan urgensinya, dan Teori Efektivitas Hukum yang meliputi pengertian dan
faktor yang mempengaruhi keefektifannya.

Bab ketiga, membahas kajian penelitian penulis tentang penerapan
aplikasi e-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu; pengertian e-Court,
latar belakang munculnya e-Court, tata urutan cara penggunaan e-Court
yang meliputi e-Filling, e-Payment, e-Summons dan e-Litigation serta
contoh pengadilan yang menerapkan layanan peradilan secara elektronik
menggunakan aplikasi e-Court.

Bab keempat, merupakan analisis yang menjelaskan tentang analisis
teori  efektivitas hukum penerapan e-Court berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan analisis maslahah
mursalah dari penerapan e-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di

Pengadilan Secara Elektronik
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Bab Kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan atas
topik bahasan dan saran-saran yang ditulis ringkas dan jelas, sedangkan

saran merupakan masukan dari penulis terkait hasil penelitian.
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Penerapan E-
Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik Perspektif Maslahah Mursalah, dapat ditarik kesimpulan

bahwasanya:

1. Penerapan e-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 telah menciptakan efektivitas proses beracara di Pengadilan.
Hal ini dapat dibuktikan dengan kesesuainnya dengan tujuan yang
dimaksud dalam peraturan itu sendiri dan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hadirnya layanan e-Court sebagai terobosan baru yang diresmikan
oleh Mahkamah Agung merupakan tonggak dasar reformasi kemajuan
sistem peradilan di Indonesia. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan
dalam aplikasi e-Court menjadi perwujudan asas sederhana, cepat dan
baiaya ringan yang sejak dulu dicita-citakan.

Peningkatan pengguna layanan e-Court setiap bulannya
menandakan efektifanya layanan ini, faktor substansi kebermanfaatan e-
Court, faktor perkembangan teknoogi, dan faktor subjek hukum
merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dari

pelaksanaan e-Court itu sendiri. Adanya layanan e-Filling, e-Payment dan
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e-Summons mampu mempermudah proses beracara di pengadilan, namun
dalam penggunaan e-Litigation atau persidangan secara elektronik yang
dilakukan di pengadilan masih belum efektif sepenuhnya dikarenakan para
pihak berperkara masih bisa memilih apakah akan mengunakan layanan
konvensional ataupun layanan elektronik.

2. Penerapan e-Court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik telah sesuai dengan tujuan maslahah hajiyyah yaitu
mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan yaitu dengan
cara mempermudah proses masyarakat beracara di pengadilan dengan
mengeluarkan aplikasi e-Court. Dalam prosesnya mulai dari pendaftaran
perkara secara elektronik hingga persidangan elektronik terbukti mampu
memangkas waktu dan biaya serta menjadikan prosesnya sederhana dan
tidak berbelit-belit sehingga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip maslahah
hajiyyah, utamanya yaitu mendatangkan manfaat dan menghilangkan
mudharat. Selain itu hadirnya layanan e-Court memberikan banyak
kemudahan yang dibutuhkan masyarakat sehingga masuk dalam kategori

maslahah hajiyyah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat

penyusun berikan adalah:
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Kepada Mahkamah Agung agar dapat terus mengupgrade sistem pada
aplikasi e-Court, walaupun seiring perkembangan teknologi yang
semakin pesat penyusun yakin Mahkamah Agung juga akan selalu
meningkatkan pelayanannya. Penyusun berharap layanan e-Court yang
sudah ada sekarang bisa lebih dikenalkan kepada masyarakat dengan
mensosialisasikan ke semua lapisan masyarakat melalui iklan layanan
masyarakat televisi atau media massa lainnya supaya manfaatnya atau
keuntungannya lebih banyak diketahui orang, selain itu kualitas SDM
perlu ditingkatkan lagi untuk beradaptasi dengan teknologi baik dari

internal maupun eksternal pengadilan.

Untuk kedepannya agar Mahkamah Agung mengembangkan
layanan untuk beracara di pengadilan secara elektronik dengan
menambabh fitur-fitur yang saat ini belum bisa diakses secara elektronik

seperti halnya proses pemeriksaan setempat.

Kepada pengguna layanan e-Court agar memanfaatkan layanan e-Court
ini dengan maksimal dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang
terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Elektronik.
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